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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim j je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh kadan ha 
د Dal d de 
ذ Żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r er 
ز Zai z zet 
ش Sin S es 
ش syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di 
bawah)  
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ك Kaf k ka 
ل Lam l el 





ٌ nun n en 
و wau w we 
ِ Ha h ha 
ء hamzah , apostof 
ً Ya y ye 
 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan  an a       
 
1. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا 
kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 







a dan i 
 
 َو ى 
 













ََهَْوَََل  : haula 
 
2. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




يَيَر : ramā 
ََمَْ ِل : qila 















fatḥah dan alif 
atau yā‟ ā a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yā‟ I i dan garis di atas 






Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah  itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َِلاَفْطَلأْاَُةَضْوَر :raudah al- at fāl 
َُةَهِضَاَفَْناَُةٍَُْ َِد ًَ َْنا : al-madinah al-fādilah 
َُة ًَ ْكِحَْنا  : al-hikmah 
 
4. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (َّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah(  ىِى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
َا َُّبَر  : rabbanā 
َاَُْ َّجَ   : najjainā 
َِك َّحَْنا  : al-haqq 
ََى ُِّعَ  : nu”ima 





Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, 
maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh: 
َِِّيهَع  : „Ali  bukan „Aliyya au „Aly  
َِِّيبََرَع  : „Arabi  bukan „Arabiyya au „Araby   
 
5. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لاَ (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-).  
َُص ًْ َّشَنا  : al-syams (bukanasy-syam) 
َُةَنَسْن َّسَنا  : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 
َُةَفَسَْهفَْنا  : al-falsalah 
َُدَََلَبَْنا  : al-bilād 
 
6. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi a    r         anya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
َ ٌَ ْوُرُْيأَت  : ta’murūṭn 
َُعْوََُّنا  : al-nau’ 





َُتْرُِيأ  : umirtu 
 
7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,  istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an   arial-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh:  
Fi Zilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnahqabl al-tadwin 
Adapuntā’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, 
ditransliterasikan dengan  huruf [t]. contoh: 
 َِاللَِة ًَ ْحَرَ ٌْ ِفَُْىه : hum fi rahmatillāh 
 
8. Lafẓal-Jalālah(الل) 
Ka a “Alla ” yang  i a ului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā’ marbūṭah diakhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
َِاللَ ٍُ ٍْ ِد  : dįnullāh 





9. Huruf Kapital 
Walau sistemtulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). 
 Contoh: 
 WamāMuhammadunillārasul 
 Inna awwalabaitinwudi’alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 
 SyahruRamadān al-laziunzilafiih al-Qur’ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Gazāli 






Nama : Ade Ilma Auliana  
Nim : 10100114092 
Judul : Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB  
  
Pokok masalah penelitian adalah bagaimana Pemberian Nafkah Iddah dan 
Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B?. 
Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan kedalam beberapa sub masalah atau 
pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang 
Pemberian Nafkah iddah dan Mut’ah dalam perkara cerai talak?, 2) Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada 
perkara cerai talak (Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm)?. 
 Jenis penelitian tergolong field research kualitatif deskriptif, dengan 
pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif yang 
didukung dengan penelitian lapangan. Adapun sumber data penelitian adalah hakim 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. Selanjutnya, metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara. Lalu tekhnik pengolahan 
dan analisis data terdapat tiga tahapan: pengolahan data, analisis data dan penarikan 
kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Akibat hukum yang muncul setelah 
terjadinya perceraian khususnya cerai talak, yakni sebaigai berikut: memberikan 
mut’ah, memberi nafkah iddah berupa makan dan kiswah (tempat tinggal dan 
pakaian), memberikan nafkah anak (hadanah). Didalam Al-Qur’an terdapat beberapa 
ayat yang menerangkan masalah nafkah iddah dan mut’ah diantaranya: Q.s Al-
Baqarah (ayat 233, 236 dan 241), Q.s Al-Ahzab (ayat 28 dan 49) dan Q.s At-Thalaq 
(ayat 6 dan 7). 2) Dalam memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada 
perkara cerai talak ada beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. 
Yakni, adanya gugatan balik/rekonvensi dari isteri yang menuntut nafkah iddah dan 
mut’ah, adanya kesepakatan dihadapan mediator mengenai hal itu, dan dalam ex 
officio hakim. Selain itu hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan 
serta berdasarkan asas kepatutan dan keadilan yakni tidak membebankan kepada 
suami, melihat bagaimana kemampuan suami, apa pekerjaan serta berapa penghasilan 
suami perbulan 
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Bagi Pemerintah, Kebanyakan kasus 
cerai talak terjadi karena isteri merasa tidak terpenuhinya nafkah yang diberikan 
suaminya sehingga pada saat persidangan isteri menuntut nafkah yang besar, tidak 
sesuai dengan pekerjaan ataupun penghasilan suaminya. Pemberian nafkah iddah dan 
mut’ah memang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur 
juga dalam KHI serta Al-Qur’an. Namun jumlah besaran nafkah tidak sebutkan, Oleh 
karena itu maka perlu payung hukum atau aturan yang kuat dan jelas mengenai 
besaran nafkah setelah perceraian agar tidak terjadi pembebanan kepada mantan 
suami. 2) Bagi masyarakat, putusnya ikatan perkawinan menimbulkan dampak bagi 
jiwa wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai hal yang menyakitkan. Maka bagi 
suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah untuk menyenangkan hati sang 
isteri yakni memberinya sesuai dengan kemampuannya. Bagi mantan isteri tidak 
boleh menuntut nafkah yang besar, karena dikhawatirkan menjadi beban untuk 





A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dikodratkan untuk selalu hidup 
bersama demi kelangsungan hidupnya, diantaranya melalui ikatan 
perkawinan.Perkawinan merupakan salah satu perintah agama (sunnatullah) kepada 
yang mampu untuk segera melaksanakannya.Perkawinan sangatlah penting dalam 
kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok.Perkawinan juga berlaku 
pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 
Dalam ajaran Islam perkawinan mempunyai nilai ibadah.Perkawinan menurut 
Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau (mitssaqan 
ghalidzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.1 
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.2 Perkawinan juga merupakan salah 
satu cara yang di tentukan oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia  untuk 
menyalurkan kebutuhan biologisnya dan kelestarian hidupnya.  
 Perkawinan merupakan proses yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki 
dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, 
yang bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Akan 
tetapi dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu saja jalannya tidak semulus yang 
diharapkan dari awal perkawinan.Seringkali terjadi permasalahan yang 
                                                             
1Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2. 





mengakibatkan perceraian sehingga suami isteri gagal melanjutkan kehidupan 
berumah tangga. 
 Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan 
suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan 
pengadilan.3perceraian dalam Hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang 
dilarang oleh Allah swt, berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw: Sesuatu perbuatan 
halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq/perceraian. (H.R Abu Dawud, Ibn 
Majah, dan Al-Hakim)4 
Perceraian yang terjadi sangatlah menimbulkan berbagai dampak akibat dari 
perceraian tersebut baik bagi para pihak dan bagi anggota dari keluarga yang bercerai. 
Salah satu dampak yang terlihat adalah tentang kondisi psikis dari para pihak yang 
bercerai, diantaranya, pada pihak istri akan harus menanggung kehidupnya sendiri. 
Selain dampak dari para pihak yang bercerai, suatu perceraian juga akan berdampak 
pada perkembangan mental anak dari para pihak pasca perceraian dimana dalam 
perkembangannya, dimana seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dari kedua 
orang tuanya, tetapi pada kenyataannya pasca perceraian, seorang anak tidak 
mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.  
Perceraian merupakan realitas yang tak dapat dihindari apabila kedua belah 
pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni 
musyawarah, namun jika belum bisa menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah 
pihak barulah salah satu diantara mereka mengajukan gugatannya ke 
pengadilan.Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, 
maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 
                                                             
3M. Thahir Maloko. Perceraian dan Akibat Hukum dalam Kehidupan (Makassar : Alauddin 
University Press, 2017),  h.11.  
4Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 73.  
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pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.5 
Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya.Dalam hal 
ini, kewajiban dari mantan suami yakni memberikan nafkah iddah dan mut’ah dan 
nafkah anak. Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani masa 
iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya 
dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan 
dirinya. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang isteri yang telah diceraikan ataupun 
bercerai dengan mantan suaminya.Isteri yang telah ditalak harus diberikan nafkah 
iddah sampai habis masanya, bahkan mantan suami dianjurkan untuk membayar 
mut’ah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 
Akibat lain dari perceraian khususnya cerai talak yakni bagi suami adalah 
wajib memberikan mut’ah dan nafkah selama masa iddah bagi isteri yang dijatuhi 
talak. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi 
talak.Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) 
memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali bekas isteri tersebut 
Qabla al Dukhul.6 
Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Sungguminasa 
berdampak besar pada perlindungan Hakim yang harus diberikan kepada isteri yang 
ditalak, karena dalam Undang-Undang tidak dicantumkan berapa besar bagian yang 
harus di bayar suami untuk nafkah iddah dan mut’ah. Oleh karena itu pengadilan 
dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh mantan suami. 
                                                             
5Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII 
Pasal 41 (c). 
6Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Pasal 149 huruf (a). 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitiandengan judul“Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah Pada Perkara Cerai 
Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB.” 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus pada penelitian ini adalah pada “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah 
pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”. Peneliti 
akan meninjau sejauh mana tinjauan hukum islam serta pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara pemberian nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak 
yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk menghidari kesimpang siuran serta terjadinya penafsiran yang keliru dalam 
memahami maksud yang terkandung dalam penelitian ini, maka penulis menganggap 
perlu menguraikan pengertian beberapa istilah pokok agar memperoleh kejelasan 
terhadap pembahasan yang ada pada kajian ini. 
a. Nafkah adalah segala sesuatu yang punya nilai manfa’at atau nilai materi yang 
dapat diberikan oleh seseorang pada orang lain yang berada di bawah 
tanggungannya di mana dengan pemberian itu dapat mencukupi kebutuhan 
orang yang ditanggungnya. 
b. Iddah adalah waktu tunggu seorang isteri yang putus perkawinannya dari 
suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan 
pengadilan. masa iddah tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah 
melakukan hubungan suami isteri.7 
c. Nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami 
                                                             
7Zainuddin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonesia(Jakarta : Sinar Grafika, 2006),h. 87.  
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kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu 
berupa pakaian, makanan maupun tempat  tinggal. Banyaknya nafkah yang 
diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta 
mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut 
kebiasaan masing-masing tempat. 
d. Mut’ah merupakan salah satu dari beberapa kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh suami dalam perkara cerai talak. Mut’ah merupakan pemberian dari 
suami kepada istri yang hanya terdapat pada perkara cerai talak.  
e. Cerai talak adalah apabila seorang suami yang mengajukan permohonan ke 
pengadilan untuk menceraikan isterinya, kemudian sang isteri menyetujuinya. 
Talakartinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan 
perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan, artinya membubarkan hubungan 
suami-isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.8 
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas, dirumuskan satu pokok permasalahan dari 
penelitian tersebut adalah “Bagaimanakah Pembebanan Nafkah Iddah dan 
Mut’ahdalam  Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB?”. 
pokok dari masalah ini dibagi menjadi dua sub masalah yaitu: 
1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah iddah dan 
Mut’ah dalam perkara cerai talak? 
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian nafkah iddah 
dan mut’ah pada perkara cerai talak(Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm) ? 
D. Kajian Pustaka 
Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih 
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut: 
                                                             
8Beni Ahmad Saebani.Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 55. 
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1. M. Ulil Azmi, 2015, “Pemberian Nakfah Iddah dalam Cerai Gugat (analisis 
Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)”. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam, pemberian nafkah iddah dan 
mut’ah pada talak ba’in ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. Ulama 
Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat 
tinggal secara bersama,  kecuali wanita tersebut beriddah karena perpisahan 
disebabkan oleh pelanggaran isteri. Sedangkan menurut hukum positif, 
pemberian nafkah iddah dan mut’ah didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU 
No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 KHI. Pasal   41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 
1974 yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 
suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 
kewajiban bagi bekas isteri”. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik 
perbedaan dari penelitian ini peneliti akan terfokus kepada pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara pembebenan nafkah iddah dan mut’ah 
dalam cerai talak.  
2. Dr. Beni Ahmad Saebani, M.si. Dalam bukunya Fiqh Munakahat. Dalam 
buku ini menjelaskan secara mendalam mengenai perkawinan dan seluruh 
aspeknya, terutama yang berhubungan dengan makna, tujuan, hikmah, dan 
strategi memilih pasangan hidup yang baik dan benar. 
3. Drs. M. Thahir Maloko, M.Hi. Dalam Perceraian dan Akibat Hukum dalam 
Kehidupan. Dalam buku ini membahas tentang bentuk-bentuk perceraian serta 
dampak dan akibat hukum dalam kehidupan. 
4. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Dalam bukunya Hukum Perdata Islam di 
Indonesia. dalam buku ini membahas tentang bentuk-bentuk yang termasuk 
dalam hukum perdata Islam diantaranya hukum perkawinan, kewarisan, 
pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, dan segala yang 
berkaitan dengan transaksi. 
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5. Dr. Sri Mulyati. Dalam bukunya Relasi Suami Istri dalam Islam. Dalam buku 
ini menjelaskan tentang bagiamana peran suami isteri dalam membangun 
rumah tangga. 
6. Sumber dari Undang-Undang seperti, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.  
Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak 
ada satupun yang membahas mengenai masalah  “Pemberian Nafkah Iddah dan 
Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB”. 
Oleh karena itu saya sebagai penulis merasa perlu untuk mengkaji hal ini lebih jauh 
yang akan dibentuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah iddah 
dan mut’ah dalam perkara cerai talak. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemberian 
nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Kegunaan Teoritis  
Memberikan wawasan dan diharapkan menjadi referensi acuan bagi dunia 
pendidikan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah dalam putusan pengadilan 
khususnya perkara cerai talak. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi S1 dan 




b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pemberian nafkah 
iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak.  
c. Sebagai sarana alternatif penulis untuk menyalurkan ilmu yang telah 
diperoleh selama menjadi mahasiswa dan mengembangkannya sebagai 



















A. Tinjauan Yuridis tentang Cerai Talak 
1. Pengertian Cerai Talak  
Talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di 
Indonesia, akibatnya seakan-akan kata talak telah dianggap keseluruhan penyebab 
perceraian di Indonesia.9 Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan 
Agama yang menjadi sebab salah satu putusnya perkawinan, dengan cara 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.10 
Talak artinya melepaskan atau meninggalkan.Dalam istilah Agama talak 
artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan 
perkawinan.Melepakan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami- 
isteri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.11 
Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan pernikahan.Apabila kedua 
pergaulan kedua suami isteri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, yang 
mengakibatkan berpisahnya dua keluarga karena tidak ada kesepakatan antara suami 
isteri maka dengan keadilan Allah swt dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala 
kesukaran itu yakni pintu perceraian. Dengan adanya talak terjadilah ketertiban dan 
ketentraman antara kedua pihak dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan 
yang cocok dapat mencapai apa yang dicita-citakan.12 
                                                             
9Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 101. 
10Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI Pasal 117. 
11Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Cet. 5; Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 55. 




Ikrar Talak dilaksanakan jika putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, 
yaitu tidak ada lagi upaya hukum selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan 
putusan pada putusan tingkat pertama.13Asal hukum talak itu adalah haram kemudian 
karena illahnya maka, hukum talak itu menjadi halal atau mubah atau kebolehan.Al-
Qur’an berulang kali menyebut kata-kata talak dengan pembatasan-
pembatasannya.Dengan demikian menurut Al-Qur’an suami boleh menalak apabila 
terdapat sebab-sebab yang menghalalkannya.Sebuah hadis yang sangat dikenal yang 
mempersoalkan talak ini ialah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, karena illah talak 
dapat berubah hukumnya.14 
Rasulullah bersabda: 
          (  هجام نباو دوادوبا هاورمكاحلاو )  ُقَلََّطلا ىَلاَع َت ِهَّللا ىَلِإ ِلَلََحْلا ُضَغ َْبأ 
Artinya:  
Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah 
thalaq/perceraian. (H.R Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim). 
Sebagian penganut hadis ini berpendapat bahwa haram menjatuhkan talak 
dengan tidak bersebab, karena perbuatan itu mendatangkan mudarat dan kesulitan 
terutama bagi wanita yang diceraikan dan anak-anak yang ditinggalkan.15Walaupun 
talak itu sesudah illahnya menjadi halal tetapi dipandang dari segi kehidupan Islam 
talak itu tidak disenangi oleh Tuhan dan Rasulnya, oleh sebab itu talak merupakan 
taraf terakhir dalam penyelesaian ketidakserasian dalam rumah tangga seorang 
Muslim. 
                                                             
13Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Cet- 6; 
Jakarta: Kencana, 2012), h. 314.   
14
 Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam (Jakarta: Attahiriyah, 1954), h. 366. 
15Hosein Ibrahim, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talaq, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 37 
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2. Macam-macam Cerai Talak  
Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan bisa karena kematian, perceraian, atau 
karena adanya keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena 
perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang 
suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, 
yang dapat pula disebut cerai talak. Cerai talak ini diperuntukkan bagi seorang suami 
yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan 
isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik 
talak. 
Ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkannya talak oleh suami, maka talak 
dibagi menjadi tiga macam, yaitu:16 
a. Talak Sunni 
Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. 
Disebut talak sunni apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 
a) Isteri yang di talak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri 
yang belum pernah digauli tidak termasuk dalam talak sunni.  
b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan 
suci dan haid. Menurut ulama Syadi’iyah, perhitungan iddah bagi wanita yang 
haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah 
lepas haid (monopouse) atau belum pernah berhaid, atau sedang hamil, atau 
talak karena suami meminta tebusan yankni dalam hal khulu’ atau ketika isteri 
dalam haid, semuanya tidak termasuk dalam sunni. Ketentuan menjatuhkan 
                                                             
16
 Sri Mulyati, Relasi Suami Isti dalam Islam, (Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2004), h. 27.  
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talak sunni adalah dalam masa si isteri yang ditalak langsung memasuki masa 
iddah.17 
c) Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, 
dipertengahan maupun diakhir suci. Sekalipun beberapa saat setelah itu dating 
haid.  
d) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci setelah talak 
dijatuhkan.  
b. Talak Bid’i  
Talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau tidak bertentangan 
dengan tuntutan sunnah artinya tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk 
talak bid’i ialah: 
a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik 
dipermulaan haid maupun pertengahannya. Talak yang seperti ini akan 
member kemudaratan kepada isteri, kerena iddahnya menjadi lama.  
b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli 
oleh suaminya. Talak macam ini akan menimbulkan penyesalan suami, karena 
akan muncul keraguan janga-jangan isteri sedang hamil, karena laki-laki 
sering menalak isteri karena isteri belum memberinya seorang anak. Jika 
sudah terlanjur menyesal, sulit mempertemukannya kembali dan itu akan 
menyebabkan kesengsaraan anak.  
c. Talak la sunni wala bid’i 
                                                             
17Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 217. 
13 
 
Talak la sunni wala bid’i ialah talak yang tidak termasuk dalam kategori talak 
sunni dan talak bid’i. Menurut pendapat ulama Hanabilah yang termsuk dalam 
talak ini yaitu isteri yang sudah tidak haid lagi (monopouse, isteri dibawah 
umur, isteri dalam keadaan hamil, dan isteri yang belum dicampuri. 
Sementara ulama Syafi’iyyah menambahkan dengan istri yang minta khulu’.  
Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai 
ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut : 
a. Talak Sharih 
Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dn tegas, dapat 
dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Apabila suami 
menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak sharih, maka menjadi jatuhlah 
talak itu dengan sendirinya.Sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar 
dan atas kemauannya sendiri. 
b. Talak Kinayah  
Talak kinayahadalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata 
yang bisa mengundang pengertian talak dan bisa pula mengundang pengertian lain 
dari pada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedang dalam bahasa sehari-hari 
tidak terkandung pengertian talak didalamnya. Umpanya urusanmu di tanganmu, 
pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran 
lainnya.18Talak kinayah adalah talak yang membutuhkan niat talak karena perkataan 
talaknya suami tidak jelas.19 
                                                             
18Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), h. 
48. 
19Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim, (Cet. VI; Yograkarta: 
Magatama Sofwa Pressindo, 1491 H), h. 678. 
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Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya bekas suami merujuk kembali bekas 
isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut: 
a. Talak Raj’i 
Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah dicampurinya 
dan masih dalam masa iddah.Dalam kondisi ini, suami berhak merujuknya lagi, baik 
isteri setuju atau tidak.Jelasnya talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada 
isterinya sebagai talak satu atau talak dua.Apabila isteri berstatus iddah talak raj’i, 
suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan 
tanpa mahar baru pula.20 
Dengan demikian, jelaslah bahwa suami boleh untuk merujuk isterinya 
kembali yang telah ditalak sekali atau dua kali selama mantan isterinya itu masih 
dalam masa iddah. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 229: 
                          
                  
                    
       
Terjemahnya:  
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu 
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 
kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 
                                                             
20M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Cet. 4; 
Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 244.  
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menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 
melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.21 
b. Talak Bain 
Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. 
Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:  
a) Talak Bain Shugra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari 
suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya 
itu. Yang termasuk dalam talak bain shugra ialah talak yang dijatuhkan suami 
kepada isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh) dan khulu’.  
Hukum talak bainshugra: 
1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri 
2) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat 
(menyendiri) 
3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal 
4) Bekas isteri dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya dengan 
berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah 
5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru 
b) Talak Bain Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk 
kepada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin 
melakukannya, baik di waktu iddah ataupun sesudahnya.  
Hukum talak bain kubra: 
1) Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4 
                                                             
21Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 55 
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2) Suami haram kawin lagi dengan isterinya, kecuali bekas isteri telah kawin 
dengan laki-laki lain.  
Allah swt.berfirmandalam Qs. Al-Baqarah: 230 
                           
                   
Terjemahnya:  
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 
lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa 
bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika 
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 
hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau Mengetahui.22 
Ditinjau dari ucapan yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu : 
a. Talak Tanjiz 
Talak tanjiz adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan 
langsung, tanpa dihubungkan kepada waktu, baik menggunakan lafadz sahrih atau 
lafadz kinayah. Bentuk talak seperti ini segera terlaksana setelah suami mengucapkan 
talak tersebut. 
b. Talak Ta’liq 
Talak ta’liq adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggunakan 
lafadz sharih atau lafadz kinayah yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu 
yang terjadi kemudian, misalnya ucapan suami kepada isterinya “apabila ayahmu 
kembali dari luar negeri engkau saya talak”.Talak dalam bentuk ini baru terlaksana 
                                                             
22Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha 
Putra, 1998), h. 36. 
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secara sah setelah talak yang digantungkan terjadi yaitu setelah ayahnya pulang dari 
luar negeri, bukan pada waktu yang diucapkan. 
Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak terbagi 
menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Talak Mubasyir 
Talak mubasyir adalah talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang 
menjatuhkan talak tanpa melalui perantaraan orang lain.  
b. Talak Tawkil 
Talak tawkil adalah talak yang pengucapannya tidak dilaksanakan sendiri oleh 
suami, melainkan dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Jika talak itu 
pengucapannya suami diwakilkan atau dilimpahkan kepada isterinya, misalnya 
ucapan suami kepada isterinya “saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”.23 
Ditinjau dari segi pilihan dan penyerahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Talak Takhyir 
Talak takhyir adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya dengan 
subuah pilihan.Misalnya ucapan suami kepada isterinya, “aku memberikan pilihan 
kepadamu, apakah kamu berpisah denganku atau tetap bersamaku”.Apabila isterinya 
memilih untuk berpisah, maka isterinya tertalak. 
b. Talak Tamlik  
Talak tamlik adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri, misalnya 
ucapan suami kepada isterinya “aku serahkan sepenuhnya urusanku kepadamu dan 
semua urusanmu ada ditanganmu”.Apabila suami berkata seperti itu kepada isterinya 
                                                             
23Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 




dan kemudian isetinya berkata “kalau begitu aku memilih talak”, maka isterinya 
tertalak dengan talak raj’i sehingga jatuhlah talak satu kepada isterinya. 
Ditinjau dari segi hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 
a. Talak Tahrim 
Talak tahrim adalah talak pengharaman, misalnya ucapan suami kepada 
isterinya “kamu haram bagiku” apabila suami meniatkannya sebagai talak, maka telah 
jatuh talak dan apabila suami meniatkan zihar, maka zihar telah jatuh dan suami 
wajib membayar kaffarat. Sedangkan apabila suami tidak meniatkannya sebagai talak 
atau ziharakan tetapi meniatkannya sebagai sumpah maka suami wajib membayar 
kaffarat sumpah tersebut. 
b. Talak Haram  
Talak haram adalah seorang suami mentalak tiga isterinya dengan satu 
perkataan, misalnya suami berkata kepada isterinya “kamu di talak tiga” atau dengan 
tiga perkataan yang diucapkannya didalam satu tempat, misalnyasuami berkata 
kepada isterinya “kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak”. Talak seperti 
itu haram menurut ijma ulama.24 
3. Alasan Terjadinya Perceraian 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 dijelaskan bahwa 
perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
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b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturur-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 
kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang 
lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 
membahayakan pihak lain; 
e. Salah satu pihak mendapat catat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 
g. Suami melanggar taklik talak; 
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 
dalam rumah tangga.25 
Adapun alasan-alasan yang lain adalah: 
a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan 
sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupan. 
Apabila isteri dapat menerima keadaan ini, maka dia dapat meminta kepada 
suami untuk menceraikannya, sementara isteri benar-benar tidak sanggup 
menerimanya, pengadilan berhak menceraikannya. 
                                                             




b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul. Untuk melindungi 
kepentingan dan keselamatan isteri, atas permintaan yang bersangkutan 
pengadilan berhak menceraikannya. 
c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah ada 
dirumah, bahkan Imam Malik tidak pernah membedakan apakah kepergian itu 
demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Apabila isteri tidak dapat 
menerima keadaan seperti ini dan merasa dirugikan, pengadilan berhak 
menceraikannya.  
d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Apabila isteri tidak dapat 
menerima keadaan itu, maka secara hukum, isteri dapat mengajukan 
masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.26 
Sehubungan dengan itu berikut ini dikemukakan beberapa faktor dijadiakan 
alasan-alasan terjadinya perceraian antara lain: 
a. Faktor Keluarga 
Sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 
kekal.Namun kebahagiaan dan kekalnya suatu keluarga banyak ditentukan oleh 
beberapa faktor.Termasuk faktor keluarga yang menentukan tahap perkawinan yang 
bermua dari penentuan pasangan atau pemilihan jodoh.27 
Akibat dari tindakan otoriter orang tua, maka berbagai masalah muncul 
setelah pernikahan dilangsungkan sebagai akibat ketidakcocokan dari kedua pasangan 
suami isteri dalam mengerungi bahtera rumah tangga.Setelah mengarungi bahtera 
rumah tangga beberapa tahun, sifat keaslian masing-masing pasangan suami isteri 
                                                             
26Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Sri Mahasatya, 2005), h. 118. 
27Ibnu Muhalili Abdullah Umar, Menyongsong Hidup Baru Penuh Berkah (Cet. I; 
Yogyakarta: t. tp, 2001), h. 77. 
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mulai muncul dan sebagai akibat ketidaksenangan dari awal pernikahan menjadi jalan 
untuk senantiasa membesarkan hal yang pada prinsipnya tidak perlu untuk dibesar-
besarkan.Dn lebih itu pertengkaran dan percekcokan sampai pada tingkat upaya 
perceraian atau paling tidak rasa tanggung jawab mereka terhadap keluarga semakin 
berkurang. 
b. Faktor Umur  
Dalam masyarakat Indonesia, masih banyak dijumpai sekelompok masyarakat 
pedesaan yang terlalu memperhatikan masalah usia perkawinan. Pandangan sosial 
budaya masih menganggap bahwa wanita yang sudah berusia 13 tahun telah dianggap 
dewasa untuk menikah. Apalagi umur mereka sudah lebih dari itu, orang tuanya 
merasa anaknya akan menjadi perawan tua.  
Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pasangan suami isteri 
adalah diakibatkan oleh tingkat kedewasaan pada diri mereka.Akibatnya 
persoalanpersoalan kecil dalam rumah tangga seringkali dibesar-besarkan dan pada 
akhirnya menimbulkan kasus perceraian.28 
c. Faktor Ekonomi 
Keluarga yang merupakan kelompok yang terkecil dalam suatu masyarakat 
dan negara memiliki anggaran belanja tersendiri sebagai usaha untuk menjalankan 
kehidupan rumah tangganya.Biaya kebutuhan dalam rumah tangga tentunya sangat 
berbeda dengan kebutuhan bagi seseorang yang masih hidup sendiri, mulai dari 
menyiapkan sandang, pangan dan perumahan keluarga sampai kepada pengeluaran 
yang berseifat ekstra yang tidak terduga dalam rumah tangga.Berbagai upaya yang 
dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. 
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 Zakiyah Darajat, Ilmu Jiwa Agama ( Cet. XVI; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 57.  
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Tidaklah berlebihan bahwa kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh 
faktor kelancaran dan kestabilan ekonomi.Segala kebutuhan rumah tangga dapat 
terpenuhi apanila ekonomi lancer, sebaliknya kericuhan-kericuhan rumah tangga atau 
percekcokan dan pertentangan yang berkepanjangan yang sering terjadi akibat 
ekonomi dalam rumah tangga tidak lancar. 
d. Faktor Pihak Keluarga 
Sebuah keluarga yang masih didampingi orang tua atau mertua akan terasa 
kurang mandiri, sebab kemandirian dapat diragukan, maka tidak jarang keberadaan 
orang tua sering membuat ganjaran dihati pasangan suami isteri. Meskipun motivasi 
orang tua atau mertua jelas lebih baik, tetapi terasa belum ada kemerdekaan.Ketika 
orang tua atau mertua terlalu mencamputi kehidupan rumah tangga anaknya atau 
menantunya dapat menimbulkan konflik sehingga kehidupan rumah tangga anaknya 
bisa berantakan yang diakhiri dengan sebuah perceraian. 
e. Faktor Cemburu  
Cemburu juga menjadi faktor pencetusan permusuhan atara suami 
isteri.Karena itu, suami atau isteri harus dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang 
menimbulkan kecemburuan, baik berupa ucapan, perbuatan.Karena kalau tidak dapat 
mengatasi hal tersebut, maka dapat menjadi perceraian. 
f. Poligami Tidak Sehat 
Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudarat dari 
pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai 
watak iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah menimbukan 
dengan kadar tinggi apabila hidup dalam rumah tangga dengan azas poligami. Ketika 
seseorang hendak beristri lebih dari seorang, mak hendaklah ia mendapatkan izin dari 
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Pengadilan Agama sesuai dengan tata cara yang beralaku dan ada persetujuan dari 
isteri.  
g. Krisis Ahlak 
Rendahnya keimanan dan ketakwaan akan mempengaruhi pola sikap dan 
perilaku kehidupan pernikahan sehingga memudahkan terjadinya perceraian, factor 
lingkungan juga dapat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi terjadinya 
perceraian, seperti pengaruh dari keluarga masing-masing, pengaruh lingkungan 
kerja, lingkungan masyarakat, dan pengaruh lingkungan budaya dan tak kala 
pentingnya adalah pengaruh perkembangan dunia modern sekarang ini. 
Semua faktor tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya, akan 
tetapi faktor penentu sesungguhnya terletak dalam diri masing-masing suami isteri 
yaitu berpanggal pada kualitas keimanan dan ketakwaan serta kondisi psikologis bagi 
pasangan suami isteri tersebut.29 
 
4. Permohonan Izin Cerai Talak 
Seorang suami (pemohon) yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya 
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang 
meliputi tempat tinggal isteri (termohon) disertai dengan alasan serta meminta agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu.  Permohonan tersebut akan diajukan kepada 
Pengadilan Agama yang daerah hukumnya tempat kediaman pemohon apabila 
termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama 
tanpa izin pemohon. 
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III; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 30. 
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Dalam hal termohon bertempat tinggal diluar negeri, permohonan diajukan 
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan 
mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Permohonan 
soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri 
dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak 
diucapkan. 
Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari isi surat permohonan cerai 
talak dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon 
dan termohon untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 
dengan permasalahan rumah tangganya sehingga suaminya mengajukan permohonan 
cerai talak di Pengadilan Agama. Pemeriksaan permohonan cerai talak ini diperiksa 
oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup, permohonan cerai talak ini akan gugur 
apabila pemohon ataupun termohon meninggal dunia sebelum adanya putusan dari 
Pengadilan Agama. 
 
5. Akibat Putusnya Perkawinan karena Talak 
Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidh (perjanjian 
suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu 
saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan 
oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus 
tersebut bukan karena perceraian saja namun karena kematian salah satu pihak, juga 
memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. 
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Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan Pengadilan.30Selanjutnya menurut 
ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member 
keputusannya. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut. 
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami  untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.31 
Akibat hukum yang muncul ketika putusan ikatan perkawinan antara seorang 
suami dengan seorang isteri dapat dilihat dari beberapa garis hukum, baik yang 
tercantum dalam Undang-undang perkawinan maupun yang tercantum dalam KHI. 
Akibat talak, ikatan perkawinan yang muncul ketika putus karena suami mentalak 
isterinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yakni 
sebagai berikut:  
Pasal 149 KHI 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
                                                             
30Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 282. 




a. Memberikan mut’ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya,  baik berupa 
uang benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul; 
b. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada 
bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in 
atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 
c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla 
al-dukhul; 
d. Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum 
mencapai umur 21 tahun.32 
6. Dampak Talak Bagi Isteri 
Hubungan antara manusia apalagi dalam kehidupan rumah tangga tidak 
semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat dihitung atau 
diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah.Perbedaan 
pendapat bahkan percekcokan pasti ada dan terjadi.33 Seorang suami yang 
menjatuhkan talak kepada isterinya berarti ia telah melakukan pekerjaan yang sangat 
dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena diperlukan sekali. 
Sebaliknya, seorang isteri yang meminta talak kepada suaminya, sangat dikecam oleh 
Islam sebagiamana Nabi saw. Bersabda: 
 اَهَجْوَز ْتََلاَس ٍَةاَرْما َاُيُا ِئَار اَه ْ يَلَع ُماَرَحَف ِساْئ َب ِْيَْغ ْنِم ًاقَلََط َح َْلا ُة َن      ٍة  
Artinya: 
                                                             
32Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Pasal 149. 
33M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: Lentera 
Hati, 2009), h. 450. 
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“perempuan mana saja yang meminta ditalak oleh suaminya tanpa sebab, 
maka haramlah perempuan itu mencium kewangian surga”. (Hadis Shahih 
iwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).34 
 
Maka untuk memahami adanya talak dalam Islam secara tepat haruslah 
dikaitkan dengan serangkaian cara-carayang dapat mengatasi ketegangan yang harus 
dilakukan sebelum talak dijatuhkan. Oleh karena itu para ulama ada yang 
berpendapat bahwa tidak boleh mentalak isteri, kecuali karena terpaksa, demikian 
pendapat sebagian pengikut Hanafi dan Hambali.  
Pemutusan ikatan perkawinan menimbulkan kekerasan didalam jiwa wanita 
dan menjadikan perpisahan itu sebagai suatu tusukan yang menyakitkan. Maka suami 
diharuskan memberi mut’ah untuk menyenangkan hati isteri, yakni memberinya 
sesuai dengan kemampuan.Perbuatan ini memiliki nilai psikologis disamping 
keberadaannya sebagai bentuk penghargaan. 
 
B. Gambaran Umum tentangNafkah Iddah  
1. Pengertian Nafkah Iddah 
 Nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami 
kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa 
pakaian, makanan maupun tempat  tinggal. Nafkah itu sendiri adalah semua 
kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti 
makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah 
sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan 
                                                             
34M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Cet. 4; 




kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. 
Masa iddah (waktu tunggu) adalah seorang isteri yang putus perkawinannya 
dari suaminya, baik putusan karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan 
pengadilan.masa iddah tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan 
hubungan suami isteri. Lain halnya bila isteri belum melakukan hubungan suami 
isteri (qabla al-dukhul), tidak mempunyai masa iddah. Hal ini berdasarkan Firman 
Allah dalam Qs. Al-Ahzab ayat 49: 
                      
               
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang 
kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.35 
2. Dasar Hukum tentang Iddah dalam Undang-Undang 
 Ayat diatas menjadi dasar pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan 
pasal 153 KHI, yakni sebagai berikut: 
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, 
2) Tenggang waktu/tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan 
pemerintah lebih lanjut. 
Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam, yaitu: 
                                                             




1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 
iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena 
kematian suami. 
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut : 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, 
waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; 
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang 
masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 
(sembilan puluh) hari; 
c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan; 
d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian 
sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul.  
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 
dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena 
kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani 
iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.  
 
C. Gambaran Umum tentang Mut’ah 
1. Pengertian Mut’ah 
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Di dalam syariat Islam dikenal pemberian dari suami terhadap isteri yang 
telah diceraikannya.Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan 
pihakisteri yang telah dicerai tadi.Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat 
tergantung kepada kemampuan suami, hal ini dinamakan dengan mut’ah.36 
Mut’ah adalah pemberian pesangon kepada mantan isteri, yang hanya 
ditujukan kepada wanita yang diceraikan oleh suaminya sebelum ia digauli. Hal ini 
didasarkan pada firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 241-241: 
                   
       
Terjemahnya:  
241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang bertakwa. 
242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-
hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.37 
  
Bila melihat makna kata mut’ah sendiri yang mengandung arti manfaat dan 
kebaikan yang dirasakan dalam waktu panjang.Maka pada dasarnya mut’ah adalah 
sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu lama.Bila dikaitkan 
dengan pemberian seorang suami kepada mantan isterinya maka mut’ah yang 
dimaksud adalah suatu pemberian yang dapat dirasakan manfaatnya bagi isteri untuk 
jangka waktu yang lama. 
 
                                                             
36
 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 227.   
37Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur”an dan Terjemahnya, h.31.  
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2. Dasar Hukum Mut’ah  
Pasal 149 KHI 
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 
a. Memberikan mut’ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya,  baik berupa 
uang benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul; 
b. Member nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada 
bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in 
atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 
Pasal 158 KHI 
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan 
mahar bagi isteri ba’da al dukhul.Perceraian itu atas kehendak suami. 
Pasal 159 KHI 
Mut’ahsunnah yang diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada 
pasal 158. 
Pasal 160 KHI 
 Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. 
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan pasal 41 (c) 
yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 
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suami, tidak ada pembebanan dalam pemberian nafkah 




METODOLOGI PENELITIAN  
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan Penelitian adalah field research, yaitu 
penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti 
wawancara, observasi, serta menemukan fakta-fakta dilapangan terkait dengan 
penelitian ini. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB, yang terletak di Jl. Mesjid Raya, Sungguminasa, Somba 
Opu, Kabupaten Gowa. Yang akan menjadi informan pertama dalam penelitian akan 
ditentukan sendiri oleh peneliti sampai akhirnya semua data yang diperlukan guna 
untuk mendalami pembahasan yang akan diteliti. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Pendekatan Yuridis 
Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.  





Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan Syari’at 
Islam seperti Al-Qur’an dan Hadist yang relavan dengan masalah yang akan dibahas. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama dan utama yang 
dilakukan secara langsung melalui field research atau penelitian lapangan meliputi 
wawancara atau observasi dengan para informan penelitian agar mendapat keterangan 
yang lebih jelas atas data yang diperoleh.  
2. Data Sekunder 
Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui library research atau 
penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan 
data dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, 
seperti Al-Qur’an, buku-buku, jurnal, literature-literatur hukum, internet, hasil 
penelitian yang berwujud laporan, serta semua bahan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang akan dibahas. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, penulis 
menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi: 
1. Kajian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode pengumpulan dara 
dengan membaca dan menelusuri literature-literatur yang berkaitan 




2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu mengadakan pengumpulan 
data dengan terjun langsung di lapangan atau tempat penelitian dengan 
menggunakan teknik penyaringan data sebagai berikut. 
a. Observasi atau disebut juga dengan pengamatan, yaitu metode 
pengumpulan dara yang berkaiktan dengan penelitian ini tentang 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian nafkah 
iddah dan mut’ah pada cerai talak, dengan cara pengamatan yang 
dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek atau tempat 
penelitian. Dalam hali ini adalah melakukan penelitian langsung di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 
b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan 
dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah 
pihak yang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara yang mempunyai informasi mengenai pembahasan yang 
sedang dilakukan. 
Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan hakim 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB terkait dengan pertimbangan hakim 
dalam memetuskan perkara pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai 
talak. 
E. Instrument Penelitian  
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “diujivalidasi”.Ujivalidasi 
merupakan derajat ketepatan antara data yang teradi pada objek penelitian dengan 
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data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Suatu instrument dikatakan valid apabila 
mampu mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. 
Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan yaitu berdasarkan pada setiap perolehan data dari 
lapangan lapangan kemudian direduksi. Reduksi data merupakan proses pemulihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar 
yang muncul di lapangan dengan penajaman teknik analisis, setelah itu di 
deskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. 
2. Analisis Data 
Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini 
digunakan dua metode analisis, yaitu: 
a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam 
bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada 
hasil pengolahan data dan penelitian penulis. 
b. Analisis Komparatif, yaitu metode yang dipergunakan untuk 
membandingkan data yang telah ada kemudian ditarik kesimpulan. 
G. Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 
dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat 
melakukan pencekalan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak 
sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa 
yang diamati dan meningkatkan kredibilitas data. 
2. Menggunakan Bahan Referensi 
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.Sebagai contoh, data 
hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data 
yang didapat menjadi kredibel atau lebih dapat dipercaya. Jadi, dalam penelitian ini 
















ANALISIS MENGENAI  PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH 
PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA 
SUNGGUMINASA KELAS IB 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB 
1. Sejarah Pengadilan Agama Sungguminasa 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh 
seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun 
demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh 
seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh 
seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 
1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad 




yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian 
secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang 
keempat tahun 1956. 
Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan 
yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau 
“Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya 
pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, 
Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 
Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran 
Negara RI No. 1822). 
Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng 
Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin 
Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke 
XXXVI). 
Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang 
pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak 
semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya 
ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat 
kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli 
pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada 
waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas 
memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun 
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temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 
1956.    
Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah 
Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang 
Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah 
tahun 1956, diangkat oleh Depertemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do’a dan 
imam pada shalat i’ed. Keputusan menteri agama  nomor 87 tahun 1966, 
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, 
maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk 
dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peresmian Pengadilan Agama / 
Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 
Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 
K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah 
Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 
Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa. 
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun ke tahun : 
1. K.H. Muh. Saleh Thaha, (1966-1976) 
2. K.H. Drs. Muh. Ya’la Thahir, (1976-1982) 
3. K.H. Muh. Syahid, (1982-1984) 
4. Drs. Andi Syamsu Alam, S.H, (1984-1992) 
5. K.H. Muh. Alwi Aly (Tidak Aktif),  (   -   ) 
6. Drs. Andi Syaiful Islam Thahir, (1992-1995) 
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7. Drs. Muh. As’ad Sanusi, S.H., (1995-1998) 
8. Dra. Hj. Rahmah Umar, (1998-2003) 
9. Drs. Anwar Rahman, (4 Peb s/d Sep 2004) 
10. Drs. Kheril R, M.H. (4 Okt s/d 14 Des 2007) 
11. Drs. H.M. Alwi Thaha, S.H., M.H.  (14 Des 2007 s/d 2012) 
12. Drs. H. Hasanuddin, M.H. (2012 s/d 2015) 
13. Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2015 s/d 2017) 
14. Drs. Ahmad Nur, M.H. (2017 s/d Sekarang) 
2. Kondisi Geografis 
Adapun kondisi Geografis atau letak geografis Kantor Pengadilan Agama 
Sungguminasa yaitu: 
a. Letak astronomi gedung kantor : 5°11'55.6" LS - 119°27'11.3" BT 
b. Batas-batas gedung kantor (Kec. Somba Opu) : 
 - Utara     : Kota Makassar 
- Selatan  : Kecamatan Pallangga dan Kecamatan Bontomarannu 
- Timur    : Kecamatan Pattalassang 
- Barat     : Kecamatan Pallangga 
c. Ketinggian daerah/attitude berada pada 25 meter di atas permukaan laut 
d. Kota Sungguminasa beriklim tropis 
3. Kondisi Demografis 
a. Jumlah penduduk kabupaten gowa pada akhir tahun 2012 sebanyak 617.317 
jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 328 jiwa/km2  
42 
 
- Laki-laki: 305.202 jiwa (49,4%) 
- Perempuan: 312.115 jiwa (50.6%) 
4. Visi dan Misi 
Adapun visi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 
- Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung 
- Terwujudnya lembaga Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B yang 
Agung 
Adapun misi Pengadilan Agama Sungguminasa yaitu: 
- Menjaga kemandirian Badan Peradilan  
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan  
- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa 
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan 
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa 
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Singguminasa yang berbasis 
teknologi informasi. 
5. Tugas Pokok dan Fungsi  
a. Tugas Pokok  
Pengadilan Agama Sungguminasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 




Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: 
a) Izin beristri lebih dari seorang; 
b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat; 
c) Dispensasi kawin; 
d) Pencegahan perkawinan; 
e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 
f) Pembatalan perkawinan; 
g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri; 
h) Perceraian karena talak; 
i) Gugatan perceraian; 
j) Penyelesaian harta bersama; 
k) Penguasaan anak-anak; 
l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak 
yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya; 
m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas 
istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri; 
n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak; 
o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
p) Pencabutan kekuasaan wali; 
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q) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan 
seorang wali dicabut; 
r) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 
(delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 
s) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di 
bawah keuasaannya; 
t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak 
berdasarkan hukum Islam; 
u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan 
perkawinan campuran; 
v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang 
nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan 
yang lain 
2) Waris  
Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta 
peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan 
pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohoonan 
seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian 
masing-masing ahli waris. 
3) Wasiat 
Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain 





Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 
5) Wakaf  
Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan 
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. 
6) Zakat  
Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang 
dimliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada 
yang berhak menerimanya. 
7) Infaq 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi 
kebutuhan, baik berupa makanan, muniman, mendermakan, memberikan rezeki 
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan 
karena Allah Subhanahu Wata'ala. 
8) Shodaqoh 
Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau 
lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan 
jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata. 
9) Ekonomi Syariah 
Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: Bank syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Asuransi 
syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksa dana syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat 
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berharga berjangka menengah syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pembiayaan syari'ah, 
Pegadaian syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Bisnis syari'ah. 
b. Fungsi  
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama mempunyai 
fungsi, antara lain sebagai berikut : 
1. Fungsi mengadili (judicial power), Menerima, memeriksa, mengadili dan 
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 
dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2006). 
2. Fungsi pembinaan, Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 
pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut 
teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 
53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 
KMA/080/VIII/2006). 
3. Fungsi pengawasan, Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas 
dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita 
/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan 
dengan seksama dan sewajaranya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum 
kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : 
KMA/080/VIII/2006). 
4. Fungsi nasehat, Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada 
instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 
ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 20060. 
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5. Fungsi administrative, Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan 
persidangan), dan administratsi umum (kepegawaian, keuangan, dan 
umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006). 
6. Fungsi lainnya :  
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan 
instansi lain yang terkait.seperti DEPAG, MUI,Ormas Islam dan lain-lain 
(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 
- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penilitian dan sebagainya serta 
memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan 
dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan 
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang 
Keterbukaan Informasi di Pengadilan.38 
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah 
pada Perkara Cerai Talak 
Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang 
suami dengan seorang isteri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum 
dalam Undang-undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum 
Islam. Putusnya ikatan perkawinan yang dimaksud yaitu: akibat talak, akibat 
perceraian (cerai gugat), akibat khulu, akibat li’an, akibat ditinggal mati suami.39 
Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk 
                                                             
38
 Profil Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. 
http://www.pa.sungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=8&It
emid=102. Diakses Pada Tanggal 07 Mei 2018, Pukul 23:01.  
39
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77. 
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itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan 
material. Karena itu undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar 
terjadinya perceraian, untuk memungkingkan perceraian harus ada alasan-alasan 
tertentu serta dilakukan didepan pengadilan.40 
Kasus perceraian khususnya cerai talak sering dijumpai di Pengadilan Agama 
Sungguminasa, putusnya ikatan perkawinan bisa berarti salah seorang diantara 
keduanya meninggal dunia, terjadinya konflik rumah tangga karena permasalahan 
ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga atau salah seorang diantara keduanya pergi 
ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap 
bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti 
ikatan perkawinan suami isteri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria 
dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan.41 
Adapun jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Sungguminasa dari 
bulan januari hingga desember pada tahun 2016 sebanyak 1207 perkara, pada tahun 
2016 jumlah perkara cerai talak yang diterima sebanyak 212 sedangkan pada tahun 
2017 jumlah perkara yang diterima sebanyak 1360 perkara, jumlah perkara cerai talak 
sebanyak 194 perkara.  
 
Tahun Jumlah Perkara Cerai Talak 
2016 212 perkara yang masuk  
                                                             
40
 Ahmad Rofiq, Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 
268. 
41
 Zainuddin  Ali, M.A. Hukum Perdata Islam di Indonesia, h. 73. 
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2017 194 perkara yang masuk 
 
Dalam memutuskan perkara cerai talak yang berhubungan dengan nafkah 
iddah dan mut’ah dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pasal 11 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 153 Kompilasi 
Hukum Islam, Pasal 149, Pasal 158, 159, 160 Kompilasi Hukum Islam, 
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 dan 
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 Selain itu hakim juga 
memutuskan berdasarkan keadilan, kepatutan, fakta dalam persidangan, serta 
berpatokan pada Al-Qur’an .42  
 
Didalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang iddah 
dan mut’ah. 
1. Al-Qur’an  
a. Surah Al-Baqarah Ayat 236 dan 241  
Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak isterinya mempunyai 
akibat hukum berdasarkan Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 236. 
                              
                          
           
Terjemahnya:  
236. tidak ada kewajiban atas kamu membayar (mahar), jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 
sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu 
mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut 
kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu 
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 Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI. M. HI, Hakim  Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 
IB, wawancara, Sungguminasa, 08 April 2018. 
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pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi 
orang-orang yang berbuat kebajikan.43 
 
Ayat ini berbicara tentang perceraian terhadap isteri yang telah digauli, baik 
sebelum maupun setelah mereka menyepakati jenis atau kadar mas kawin. Walaupun 
kamu, wahai para suami yang menceraikan isterinya dalam kasus di atas, tidak 
berkewajiban membayar sesuatu, sungguh bijaksana jika kamu memberikan sesuatu 
kepadanya karena itu hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian kepada 
mereka). Ini karena perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan 
hati isteri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian 
tersebut sebagai ganti rugi atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat 
dengan mantan isteri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlahnya 
diserahkan kepada kerelakan mantan suami.44 
Para ulama berpendapat apakah mut’ah itu harus diberikan kepada setiap 
wanita yang diceraikan, ataukah hanya wajib diberikan kepada wanita yang 
diceraikan dan belum dicampuri serta yang belum ditentukan maharnya. Bahwa 
mut’ah itu harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan. Pendapat ini 
didasarkan pada keumuman firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah: 241 dan Q.S 
Al-Ahzab: 28. 
                    
Terjemahnya:  
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Toha 
Putra Semarang, 1989), h. 58. 
44
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), h. 620. 
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241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang bertakwa.45 
 
 Berdasarkan redaksi ayat ini, ada ulama yang mewajibkan setiap suami yang 
menceraikan isterinya untuk memberikan biaya hidup yang wajar kepadanya. Apakah 
suami itu telah berhubungan seks dengannya atau belum, dan apakah ada sebelumnya 
untuk membayar mahar maupun tidak ada. Anda ketahui dari ayat-ayat yang lau 
bahwa suami yang tidak atau belum berhubungan seks dan juga tidak menetapkan 
kadar mahar, tidak ada kewajiban baginya membayar sesuatu kepada isteri yang 
diceraikannya. Tetapi, apabila dia telah menetapkan kadar mahar namun belum 
berhubungan seks, kewajiban suami adalah memberikan setengah dari mahar yang 
telah ditetapkannnya.  
 Jika ayat ini dipahami sebagaimana pemahaman diatas, kata mut’ah berarti 
pemberian suami kepada isteri yang diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-
kewajiban yang ditetapkan atasnya. Ada juga yang memahami kata mut’ah dalam arti 
nafkah sehingga tidak ada pengulangan perintah pada ayat ini dan ayat 236 karena 
ayat yang lalu berkaitan dengan hak wanita yang dicerai tanpa berhak mendapatkan 
mahar dan disini adalah hak isteri mendapatkan nafkah selama ia masih dalam masa 
tunggu (iddah).46 
 
                          
                 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. h. 39. 
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28. Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian 
mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya 
kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.47 
 
 Ketika ayat ini turun, Nabi saw memulai dengan Aisyah r.a sambil 
memintanya agar bermusyawarah dengan ayahnya, yakni Sayyidina Abu Bakar r.a. 
tanpa ragu dan tanpa menunggu, langsung Aisyah r.a menjawab: “Apakah dalam hal 
semacam ini aku bermusyawarah kepada ayahku? (Tidak!) Sesungguhnya yang aku 
inginkan adalah Allah dan Rasul-Nya serta kehidupan akhirat.” Demikian juga 
jawaban isteri-isteri beliau yang lain. Isteri-isteri Nabi yang dimaksud disini adalah 
Aisyah binti Abu Bakar, Hafshah binti Umar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, 
Ummu Salamah binti Umayyah al-Makhzumiyah, Juwairiyah binti al-Harist al-
Khuza’iyah, Maimunah binti al-Harist al-Halaliyah, Saudah binti Zam’ah al-
Amiriyah, Zainab binti Jahasy, dan Shafiyah binti Huyai al-Nadhiriyah.  
 Ada beberapa hal dari kandungan ayat dan latar belakangnya yang perlu 
digaris bawahi.  
 Pertama, bahwa isteri-isteri Nabi adalah manusia biasa juga seperti semua 
manusia. Mereka adalah wanita sebagaimana wanita yang lain. Ada kecenderungan 
mereka untuk memperoleh hiasan hidup, dan untuk itu mereka menuntut Nabi saw. 
Permintaan mereka itu tidak dipermasalahkan Nabi saw, namun itu menyedihkan bagi 
beliau, sampai-sampai beliau menyendiri enggan menerima tamu. Demikian 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kesedihan tersebut karena beliau ingin agar isteri-
isterinya pun mencapai peringkat tinggi dalam pandangan Allah dengan jalan tidak 
memperhatikan pokoknya pada kehidupan duniawi. 
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 Kedua, permintaan itu beliau tolak bukannya karena beliau tidak memiliki 
peluang untuk mendapatkan harta. Bukankah kekuasaan telah beliau dapatkan? 
Tetapi, apa yang beliau miliki diberikan untuk hal-hal yang lebih penting, dan karena 
itu, beliau dan keluarga hidup sederhana. Lebih-lebih karena yang demikian itulah 
yang dikehendaki Allah untuk beliau dan isteri-isterinya. Dalam konteks ini, Sayyid 
Quthub menulis bahwa setelah Nabi saw memberi pilihan kepada isteri-isterinya dan 
mereka semua memilih hidup bersama Rasulullah, setelah itu mereka pun bersepakat 
untuk tidak lagi menuntut apa yang berada diluar kemampuan Nabi saw. 
 Ketiga, hubungan kekeluargaan dengan Nabi saw, baik sebagai isteri atau 
anak cucu, sama sekali tidak membatalkan prinsip dasar bahwa “yang termulia 
diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemuliaan diperoleh 
dengan ketakwaan” karena itu pula, ketika berbicara tentang ketidaksamaan isteri-
isteri Nabi dengan wanita-wanita lain ditegaskannya bahwa: Hai Isteri-isteri Nabi, 
kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa (ayat 32).48 
 Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Sa’id bin Jubair, Abu Aliyah, 
Hasan Al-Bashri, dan merupakan salah satu pendapat Asy-syafi’i. Diantara mereka 
ada yang menjadikan pendapat ini sebagai Qaul jaded yang shahih.49 
b. Surah Al-Baqarah ayat 233 
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                           
                               
                                  
                         
                           
                  
Terjemahnya:  
233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah 
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.50 
 
 Ayat ini merupakan rangakaian pembicaraan tentang keluarga, setelah 
berbicara tentang suami isteri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari 
hubungan suami isteri itu. Disisi lain, ia masih berbicara tentang wanita-wanita yang 
ditalak, yakni mereka yang memiliki bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat 
ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu untuk menyusukan anaknya. 
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 Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak 
terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan 
merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan 
dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah 
diceraikannya secara ba’in bukan raj’i, adapun jika ibu anak itu masih berstatus isteri 
walau telah ditalak secara raj’i kewajiban memberi makan dan pakaian adalah 
kewajiban atas dasar hubungan suami isteri sehingga bila menurut imbalan 
penyusuan anaknya suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai 
wajar. 
Menjadi kawajiban untuk ayah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-
akan anak itu lahir untuknya, karena nama ayah yang akan disandang oleh sang anak, 
yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian  itu 
hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf jangan sampai ayah mengurangi 
hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian 
karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah 
menderita karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah, dengan dalih 
kebutuhan anak yang disusukannya. Dan tidak ada dosa bagi kamu yakni ayah, 
memberi kesan bahwa boleh jadi ibu yang enggan menyusukan memikul dosa karena 
ketika itu air susu yang dimilikinya akan mubazir dan kasih sayang kepada anak yang 
tidak dimiliki sepenuhnya, tidak difungsikan.51 
c. Surah Al-Ahzab ayat 49 
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                          
                        
       
Terjemahnya:  
49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu 
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.52 
  
 Ayat di atas menyifati wanita-wanita yang dikawini dengan sifat 
mukminah/beriman, yakni yang sempurna imannya. Ini mengisyaratkan bahwa 
seseorang yang beriman hendaknya mencari pasangan yang saleh dan sempurna 
imannya. Pada ayat diatas mengisyaratkan bahwa perceraian hendaknya tidak 
dilakukan tergesa-gesa apalagi baru saja menikah. Perceraian kalaupun harus terjadi, 
itu setelah berpikir panjang dan setelah berlalu waktu yang cukup lama untuk mencari 
jalan keluar dari problem yang dihadapi. Disisi lain, itu juga mengisyaratkan bahwa 
tidak ada talak sebelum pernikahan. Kata iddah berarti sesuatu yang dihitung, dalam 
bahasa hukum iddah adalah masa wajib tunggu bagi wanita yang bercerai dengan 
suaminya, baik karena kematian maupun sebab lain. Masanya berbeda antara satu 
kasus dengan kasus yang lain.53 
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 Menurut suatu qiraat lafal tamassuhunna artinya sebelum kalian 
menyetubuhi/mencampuri maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi 
kalian. Maka berilah mereka mut’ah sebagai pesangon dengan jumlah yang 
secukupnya. Demikian itu apabila pihak lelaki belum mengucapkan jumlah maharnya 
kepada mereka, apabila ternyata ia telah mengucapkan jumlahnya, maka uang mut’ah 
itu adalah separuh dari mahar yang telah diucapkannya. Demikian menurut pendapat 
Ibnu Abbas kemudian pendapatnya dijadikan pegangan oleh Imam Syafii (dan 
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya) yaitu tanpa menimbulkan 
kemudharatan pada dirinya.54 
d. Surah At-Thalaq ayat 6 dan 7 
                         
                            
                          
                                   
                           
Terjemahnya: 
6. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 
itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 
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bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 
7. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. 
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta 
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak 
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.55 
 
 Ayat diatas menyatakan tempatkanlah mereka, para isteri yang diceraikan itu, 
dimana kamu wahai yang menceraikannya bertempat tinggal. Kalau dahulu kamu 
mampu tinggal  ditempat yang mewah dan sekarang penghasilan kamu menurun atau 
sebaliknya maka tempatkanlah mereka ditempat sesuai dengan kemampuanmu 
sekarang, dan janganlah sekali-kali kamu menyusahkan mereka dalam hal tempat 
tinggal atau selainnya dengan tujuan untuk menyempitkan hati dan keadaan mereka 
sehingga mereka terpaksa keluar atau meminta keluar. Dan jika mereka isteri-isteri 
yang sudah diceraikan itu, sedang hamil baik perceraian yang masih memungkinkan 
untuk rujuk maupun yang ba’in (perceraian abadi) maka berikanlah mereka nafkah 
sepanjang masa kehamilan itu hingga mereka bersalin. Jika mereka menyusukan 
untuk anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai 
bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan dalam melaksanakan tugas 
menyusui itu. Dan musyawarakanlah diantara kamu segala sesuatu termasuk soal 
imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik sehingga hendaknya masing-masing 
mengalah dan menoleransi, dan jika kamu saling menemui kesulitan dalam hal 
penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusui maka 
perempuan lain dapat menyusui anak tersebut atau diberi susu buatan.  
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 Ayat 7 menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan sebagainya 
sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: hendaklah yang lapang 
yakni mampu dan memiliki banyak rezeki memberi nafkah untuk isteri dan anak-
anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaknya dia member 
sehingga anak dan isterinya memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja. Dan 
siapa yang terbatas penghasilannya maka hendaklah dia memberi harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu 
dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Karena itu janganlah 
wahai para isteri menuntut terlalu banyak  dan pertimbangkanlah keadaan suami atau 
bekas suami kamu. Disisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap 
kiranya Allah memberinya kelapangan karena Allah biasanya memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.  
 Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga, ini kembali 
kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu 
masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah dengan urf yang 
tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain. Suami 
yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya mestinya memperoleh 
sumbangan dari Bait al-Mal atau Departemen Sosial. Tetapi kalau seandainya ia tidak 
mendapatkannya, isteri yang tidak rela hidup bersama suami yang tidak mampu 
memenuhi kebutuhannya secara wajar dapat menuntut cerai.56 
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pemberian Nafkah Iddah dan 
Mut’ah pada Perkara Cerai Talak 
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Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merupakan salah satu Lembaga  
Peradilan di Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan 
mengadili perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. 
Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 
pencari keadilan khususnya orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, 
wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari’ah.  
Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia serta berpatokan kepada Al-
Qur’an dan Hadist. Tidak hanya itu Hakim juga dalam memutuskan suatu perkara 
mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang ada dipersidangan. 
Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memeliki 
pekerjaan dengan sfesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga 
banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara 
legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat.57 Dalam hal ini hakim 
dianggap tahu akan hukumnya (juris curia novit).  
Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar 
hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah 
Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-
undangan Negara yang berlaku dan relavan, disusun menurut herarkinya/urutannya, 
derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum 
tidak tertulis lainnya.58 
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Dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai 
dengan “Tentang Pertimbangan Hukumnya atau Tentang Hukumnya”yang memuat: 
1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan 
menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang 
diajukan; 
2. Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan; 
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak 
tergugat maupun penggugat; 
4. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menilai fakta dan memutus 
perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.59 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan penelitian di Pengadilan 
Agama Sungguminasa Kelas IB dan melakukan penelitian tentang perceraian dengan 
nomor perkara 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm. Dari hasil penelitian ini penulis dapat 
mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah 
iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. 
Dari perkara 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm penulis menganilisa pertimbangan-
pertimbangan Hakim sebagai berikut: 
1. Adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon yang didasarkan pada 
alasan-alasan rumah tangga pemohon dan termohon yakni disebabkan karena 
termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon 
suka berkata kasar dan tidak lagi menghargai pemohon sebagai suami dan 
kepala keluarga, termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa 
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keperluan yang jelas dan tanpa seizin pemohon dan termohon sering memuji 
orang tertentu (laki-laki) didepan pemohon. 
Pada permohonan cerai, yang menjadi alasan pemohon mengajukan 
perceraian ke Pengadilan Agama yakni:  
a. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon; 
b. Termohon suka berkata kasar kepada pemohon dan tidak menghargai 
pemohon sebagai suami dan kepala keluarga 
c. Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa keperluan yang jelas 
dan tanpa seizin pemohon; 
d. Termohon sering memuji orang tertentu (laki-laki) didepan pemohon. 
2. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, pemohon gtelah mengajukan beberapa 
alat bukti ke Pengadilan Agama Sungguminasa berupa: 
a. Bukti Tertulis 
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 529/16/XII/1999, tanggal 01 
November 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah 
sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup. Oleh karena itu bukti 
PK tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik sehingga 
bukti PK tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan 
sempurna, sehingga harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah 
suami istri yang sah.  
b. Saksi  
Selain mengajukan bukti tertulis pemohon dalam rangka untuk 
menguatkan dalil permohonannya juga menghadirkan 2 orang saksi yakni 
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saksi I dan saksi II, keduanya secara formal dinilai telah memenuhi syarat 
sebagai bukti saksi. Kesaksian yang diberiakn saksi I dan saksi II 
pemohon disampaikan dibawah sumpah dengan cara bergilir dan terpisah 
dan menerangkan bahwa: 
1) Pemohon dan termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi, 
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh kedua saksi hal 
tersebut diketahui langsung karena pernah mendengar pemohon 
dan termohon bertengkar melalui handphone, dimana penyebabnya 
karena termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh 
pemohon dan sering meminta hal-hal yang diluar batas batas 
kemapuan pemohon seperti ingin dibelikan mobil. 
2) Suka berkata kasar kepada pemohon  
3) Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan 
Februari 2015 hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun 1 
bulan.  
4) Kedua saksi telah melakukan usaha untuk merukunkan kembali 
rumah tangga pemohon dan termohon, akan tetapi usaha tersebut 
gagal dikarenakan pemohon sudah tidak ingin mempertahankan 
rumah tangganya dengan termohon. 
3. Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan, 
serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.  
Keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah 
tangga Pemohon dan Termohon, keadaan tersebut telah tergambar dari adanya 
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Bahwa dalam pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perkawinan ialah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri 
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
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kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apa yang dikehendaki oleh 
pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), 
merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk 
kebahagiaan. Fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon 
telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan yang disebabkan Pemohon mersa 
tidak terikat lagi baik secara fisik maupun psikis dengan termohon. Maka 
Hakim akan memutus dengan melihat alasan-alasan yang mampu dibuktikan 
dalam persidangan.60 
4. Untuk menghindari mudharat (kerusakan atau kerugian) 
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, 
mawaddah dan warahmah, dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami 
isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan 
saling melindungi bahkan pemohon tetap bersikeras untuk tidak melanjutkan rumah 
tangganya dengan termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi lebih jauh 
melanggar norma agama dan norma hukum atau untuk menghindari aspek negatif 
ataupun aspek mudharat yang ditimbulkan. Maka Majelis Hakim dapat mengabulkan 
permohonan cerai antara pemohon dan termohon.  
Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam Surah Al-
Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis 
Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut: 
                    
Terjemahnya:  
227. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.61 
 
 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup 
alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai yang 
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diajukan oleh pemohon. Karena pemohon dan termohon tidak pernah terjadi 
perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum 
Islam sehingga tuntutan pokok pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu 
raj’i terhadap termohon patut dikabulkan. 
 Dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm, termohon/penggugat 
rekonvensi mengajukan gugatan rekovensi menuntut agar tergugat memberikan 
kepada penggugat berupa: 
1. Nafkah lampau kepada penggugat selama 1 tahun atau 12 bulan sebesar Rp. 
12.000.000,- (dua belas juta rupiah); 
2. Mut’ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan cincin emas 23 karat 
seberat 5 gram; 
3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama tiga bulan. 
Terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara 
lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 
bulan Februari 2015 hingga sekarang dan mengenai tuntutan nafkah lampau 
hanya selama 12 bulan, tergugat tidak menyanggupinya, akan tetapi tergugat 
tetap akan memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 
2.000.000,- (dua juta rupiah) karena penggugat yang meninggalkan kediaman 
bersama tanpa izin tergugat; 
2. Bahwa tuntutan penggugat mengenai mut’ah berupa kalung emas 23 karat 
seberat 5 gram dan cinci emas  23 karat seberat 5 gram, tergugat tidak 
sanggup memenuhinya dan tergugat hanya menyanggupinya berupa emas 
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seberat 5 gram tanpa menyebutkan apakah berupa kalung ataupun cincin 
dalam hal itu tergugat serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim; 
3. Bahwa menenai tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 
4.000.000,- (empat juta rupiah) selama tiga bulan, tergugat akan 
memenuhinya.  
Dari dalil-dalil gugatan tersebut diatas, penulis menganilisa pertimbangan-
pertimbangan Hakim sebagai berikut: 
1. Dalam ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena 
perceraian maka pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 
bekas isteri, dihubungkan dengan ketentual pasal 149 Kompilasi Hukum 
Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, 
maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas 
isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al 
dukhul.  
2. Pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa tergugat 
memiliki pekerjaan sebagai penjual emas dan memiliki penghasilan setiap 
bulan, sehingga tergugat dinilai mampu untuk memberikan mut’ah kepada 
penggugat dan oleh karena kehendak perceraian adalah kehendak tergugat 
(suami). Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut’ah kepada 
penggugat dan jika dikaitkan dengan kemampuan tergugat dalam persidangan, 
maka mut’ah yang wajib diberikan oleh tergugat adalah berupa cincin emas 
67 
 
23 karat seberat 5 gram, sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Al-
Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut: 
                    
Terjemahnya:  
241. kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang bertakwa.62 
 
 Maksud dan tujuan mut’ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari 
tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati penggugat sebagai isteri 
yang diceraikannya. Manakala sang isteri yang telah sekian lama membina dan 
menemani tergugat dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah 
berakibat retaknya rumah tangga keduanya.  
3. Menurut pendapat Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi 
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004 yang diambil alih 
menjadi petimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menegaskan 
bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan 
sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan 
termasuk mut’ah dan iddah. Sehingga atas dasar itu sesuai dengan 
kemampuan tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan mut’ah yang wajib 
diberikan tergugat kepada penggugat adalah berupa cincin emas 23 karat 
seberat 5 gram. 
4. Berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh tergugat jika 
dikaitkan dengan fakta dipersidangan, dengan mempertimbangkan 
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kemampuan tergugat berdasarkan status pekerjaan tergugat serta pengakuan 
tergugat dalam persidangan, maka tergugat patut dibebani untuk memberikan 
nafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- 
(empat juta rupiah) 
5. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahung 1974 
tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/AG/2003 
yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami wajib melindungi isterinya 
dan memberikan segala sesuatu keperluar hidup berumah tangga sesuai 
dengan kemampuannya dan jika suami/isteri melalaikan kewajiban tersebut, 
maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan 
demikian apabila ketentuan dalam pasal dan yurisprudensi tersebut 
dihubungkan dengan fakta bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya 
selama 2 tahun 1 bulan atau sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat 
maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum 
tergugat berdasarkan kemampuannya untuk memberikan nafkah lampau 
kepada penggugat sehingga selayaknya dan sepatutnya besaran nafkah lampau 
yang harus dipenuhi oleh tergugat selama 12 bulan yaitu Rp. 2.500.000,- (dua 
juta lima ratus ribu rupiah); 
6. Majelis Hakim berhak mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan 
tidak menerima untuk selain dan selebihnya dan membebankan biaya perkara 
kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 471.000.000,- 
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 
 
Hakim dalam memutuskan perkara yang berkenaan dengan nafkah iddah dan 
mut’ah mempertimbangkan hal-hal yakni, Kepatutan/keadilan misalnya 
pekerjaan suami, berapa penghasilan suami perbulan dan memperhatikan apa 
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keperluan isterinya. Kalau nafkah mut’ah tidak melihat apa isterinya nusyuz 
atau tidak karena mut’ah merupakan pemberian yang otomatis atau hak bagi 
perempuan yang bertakwa minimal bersifat mengurangi kesedihan isteri yang 
diceraikannya. Sedangkan nafkah iddah melihat apakah isteri nusyuz atau 
tidak salah satu bentuk yang bisa dilihat nusyuz atau tidak misalnya siapa 
yang pergi meninggalkan rumah, dan apa alasan dia meninggalkan rumah. 
Hakim juga melihat berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan apakah 
perceraiannya dikabulkan atau tidak serta berdasarkan keterangan dari saksi. 
Hakim juga mempertimbangkan karena adanya gugatan balik/rekonvensi, 
adanya kesepakatan dihadapan mediator dan dipertimbangkan dalam ex 
officio (tidak dalam bentuk rekonvensi tetapi langsung masuk kepada pokok 
perkara). Ex officio Hakim adalah hak yang ada pada hakim yang 
penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi 
masyarakat.63 
D. Analisis tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai 
Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B 
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung isi 
yang sangat luas, mengatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, 
pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan 
kewajiban suami isteri, harta benda dalam pernikahan, putusnya perkawinan serta 
akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, 
dan ketentuan-ketentuan lain. Dalam undang-undang ini juga menjelaskan tentang 
putusnya perkawinan serta akibatnya, perkawinan dapat putus karena kematian, 
perceraian, dan atas keputusan pengadilan.  
Didalam undang-undang perkawinan menjelaskan tentang putusnya 
perkawinan serta akibatnya, apabila telah terjadi perceraian khususnya cerai talak 
dimana suami diwajibkan memberikan nafkah kepada mantan isteri. Dalam pasal 41 
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huruf (c) BAB VIII menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena 
perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
isteri. Pemberian nafkah untuk isteri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 149, 158, 159 dan pasal 160, terdapat pula penjelasan dalam Al-Qur’an 
mengenai pemberian nafkah. Dalam berbagai dasar hukum mengenai pemberian 
nafkah, tidak dijelaskan berapa jumlah nafkah yang akan dikeluarkan atau diberikan 
suami kepada mantan isterinya.Tetapi beberapa aturan menjelaskan bahwa nafkah 
yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan dari suami agar tidak terjadi 
pembebenan. 
Di Pengadilan Agama kerap kita jumpai kasus cerai talak dimana mantan 
isteri menuntut nafkah khususnya nafkah iddah dan mut’ah yang tidak sebanding 
dengan penghasilan suami. Oleh karena itu, suami mengembalikan kepada hakim 
agar mempertimbangkan keinginan isterinya. Hakim dalam memutuskan pemberian 
nafkah iddah dan mut’ah tidak hanya berpatokan dari peraturan perundangan-
udangan yang berlaku tetapi juga melihat dari fakta-fakta yang terdapat dalam 
persidangan dan keterangan yang diberikan oleh saksi baik saksi dari pemohon atau 
termohon.  
Dalam putusan Nomor 13/Pdt.G/2017/PA.Sgm, setelah permohonan cerai 
talak dikabulkan oleh Pengadilan Agama sang isteri mengajukan gugatan rekonvensi. 
Pada pokoknya Penggugat menuntut agar tergugat memberi kepada penggugat 
berupa:  
1. Nafkah lampau kepada penggugat selama 1 tahun atau 12 bulan sebesar 
Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); 
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2. Mut’ah berupa kalung emas 23 karat seberat 5 gram dan cincin emas 23 
karat seberat 5 gram; 
3. Nafkah iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 
Berdasarkan gugutan rekonvensi yang diajukan oleh mantan isteri, dimana 
mantan suami merasa terbebani dan mengembalikan kepada Majelis Hakim untuk 
dipertimbangkan. Maka dari itu Majelis Hakim menghukum tergugat untuk 
memberikan kepada penggugat berupa: 
1. Nafkah lampau sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); 
2. Mut’ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram; 
3. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta 
rupiah). 
Hakim dalam memutuskan perkara mempertimbangkan hal-hal yakni, 
kepatutan dan keadilan misalnnya melihat pekerjaan suami dan berapa jumlah 
penghasilan suami perbulan, adanya gugatan balik/rekonvensi yang diajukan oleh 
isteri yang menuntut nafkah, adanya kesepakatan dihadapan mediator tentang hal 
yang mereka perselisihkan, dan dipertimbangkan dalam ex officio hakim atau hak 














Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dengan judul Pemberian 
Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama 
Sungguminasa Kelas IB serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Apabila terjadi perceraian khususnya cerai talak ada beberapa akibat hukum 
yang muncul dapat dilihat dari beberapa garis hukum, baik tercantum dalam 
Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Diantara akibat hukumnya yaitu: memberikan nafkah iddah, mut’ah, nafkah 
lampau, dan nafkah anak (hadanah). Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan 
mengenai masalah nafkah iddah dan mut’ah, dalam surah Al-Baqarah ayat 
236, 241 dan ayat 233, surah Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 49, dan surah At-
Thalaq ayat 6 dan ayat 7. 
2. Dalam memutuskan pemberian nafkah iddah dan mut’ah pada perkara cerai 
talak ada beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Yakni, 
adanya gugatan balik/rekonvensi dari isteri yang menuntut nafkah iddah dan 
mut’ah, adanya kesepakatan dihadapan mediator mengenai hal itu, dan dalam 
ex officio hakim. Selain itu hakim juga melihat fakta-fakta yang terjadi 
dipersidangan serta berdasarkan asas kepatutan dan keadilan yakni tidak 
membebankan kepada suami, melihat bagaimana kemampuan suami, apa 




B. Implikasi Penelitian 
1. Bagi Pemerintah, kasus perceraian khususnya cerai talak seringkali kita 
jumpai di Pengadilan Agama, perceraian terjadi karena adanya putusan dari 
Pengadilan Agama serta telah cukup alasan yang ditentukan oleh Undang-
Undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut. 
Kebanyakan kasus cerai talak terjadi karena isteri merasa tidak terpenuhinya 
nafkah yang diberikan suaminya sehingga pada saat persidangan isteri 
menuntut nafkah yang besar, tidak sesuai dengan pekerjaan ataupun 
penghasilan suaminya. Pemberian nafkah iddah dan mut’ah memang telah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 
diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur’an. Namun jumlah 
besaran nafkah tidak sebutkan, Oleh karena itu maka perlu payung hukum 
atau aturan yang kuat dan jelas mengenai besaran nafkah setelah perceraian 
agar tidak terjadi pembebanan nafkah kepada mantan suami.  
2. Bagi masyarakat, putusnya ikatan perkawinan menimbulkan dampak bagi 
jiwa wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai hal yang menyakitkan. 
Maka bagi suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah untuk 
menyenangkan hati sang isteri yakni memberinya sesuai dengan 
kemampuannya. Bagi mantan isteri tidak boleh menuntut nafkah yang besar, 
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